PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama - Dr. YUSUP DARMAPUTRA, S.H.,M.H.
Jabatan © KEPALA KEJAKSAAN NEGERI| BELAWAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. HARLI SIREGAR, S.H. M.Hum.
i 1’ Jabatan ¢ KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
‘ B

b Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai targel kinerja jangka menengah seperti
4 yang tlelah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
|1| pencapaian target kinerja lersebut menjadi langgung jawab kami.

bl" Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan

i Pihak kedua akan melakukan supervis| yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Belawan, 12 Januari 2028,
/ﬂ ___ Pihak Kedua, Pihak Pertama,
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PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGER| BELAWAN ’w
TAHUN 2026 I\ ‘

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026 !
Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif, '!j..

BE. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026
1. Memperkokoh ideclogl pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendarong
kemandirian bangsa melalul swasembada pangan, energi, aif, ekonomi syariah,

ekonomi digital, ekonoemi hijau, dan ekonomi biru. : ﬂ

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang e
berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta 1"*{‘
mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melaiui peran aktif |
koperasi,

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

1 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam

u_l untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

#.} 6. Membangun darl desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan

-f ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
'I{ l 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

WY {‘ pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

' 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serla peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai

I masyarakat yang adil dan makmur, _
| 1
C. KINERJA UTAMA / rﬂl
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target f ' ,'i

I’ 1 | Terwujudnya  kelembagaan | Indeks persepsi publik terhadap 73 )

i/, hukum yang transparan dan | citra Kejaksaan R : -"

L adil
{ i\ 2 | Terwujudnya efektivitas | Pemsentase peningkatan 91% :

§ | penegakan  hukum  dan | pengendalian perkara / M

| keadilan melalul transformasl Tingkat! keberhasilan kegiatan dan | 80% p

) sistemn penuntutan operasi intelijen penegakan hukum I

h | ‘Ff
ST AT /) AN S TR




INTESNESSINN\V7 7 e rass

I
11

Ne Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Tingkat keberhasitan pemullhan asel | 84%

pelaksanaan  kewenangan kewenangan Advocast Generaal
Advocaatl Generaal

4 | Tewujudnya tata  kelola | |ndeks reformasi birokrasi B4
organisasi yang  optimal,

i A din akkintabai ;:h;‘:-:a‘! penerapan etika profesi 80%

| ]
negara )
3 | Terwujudnya efektivitas | Tingkat efektivitas pelaksanaan B0% \S

No Program Anggaran
1 | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp  414,350.000
2 | Program Dukungan Manajemen Rp 16.144 668.000
Jumiah | Rp16550.018.000 ‘ul
|

D. PRIORITAS NASIONAL l

4
Layanan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan , {

G
E. KINERJA TAMBAHAN ;

1. Pelaksanaan Rencana Aks| Naslonal/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan "I
Republik Indonesia. I

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam

Peraturan Perundang-Undangan senta Keanggetaan Kcjaksaan dalam Tim Lintas
Tingkat Pemerintah Daerah.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan
Tinggl.

Belawan, 12 Januari 2026,
_ Pihak Kedua, Pihak Pertama,
(KEJAKSAAN TINGG|




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerinishan yang efektl, ransparan dan
akuntabel serta berorentasi pada hasil, yang berlanda tangan dibawah ini:

Nama : YOGI FRANSIS TAUFIK, S.H.MH.
Jahatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
Selanjutnya disebul pihak pertama

Nama : Dr. YUSUP DARMAPUTRA, §.H.,M.H.
Jabatan 1 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN

Selaku atasan langsung pinak perama, selanjulnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjani akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang lelah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasitan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
\erhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperiukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Belawan, 12 Januari 2026
Plhak Kedua, Pihak Partama,
KEJAKSAAN NEGERI KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMLUM,

Dr. Y ; YOGI FRANSIS TAUFIK, 5.H..M.H.

Ciplndal dengan

B CamScanner



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026
Kedaulatan Pangan dan Energl, seria Ekonomi yang Produbdif dan Inklusif,

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideclogl pancasila, demokrasl, dan hak asasl manusia (HAM),

2. Memantapkan sistem pershanan Kkeamanan negara dan  mendorong
kemandirian bangsa melalul swasembada pangan, energi, alr, ekonom| syariah,
ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru,

3. Melanjutkan pengembangan infrastrukiur dan meningkatkan lapangan kerja yang
berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan Industri kreatif, serta
mengembangkan agromantim industri & sentra produks| melalsl peran akif
koperasi,

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SOM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasl olahraga, kesetaraan gender, serta pengualan
peran perampuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjulkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam
untuk meningkatkan nilal tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah uniuk perfumbuhan ekonomi, pemerataan
ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencagahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

B. Memperkual penyelarasan kehidupan yang hamonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, seria peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapal
masyarakat yang adil dan makmur,

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1 | Meningksinya keberhasilan | Tingkast keberhasilan penanganan
penyelesaian Perkara Tindak | perkara Tindak Pidana Umum yang 81%
Pidana Umum diproses hingga pra penuntutan
Tingka! kebeorhasilan penanganan
perkara Tindak Pidana Umum yang ik
diproses hingga penunfutan

Cipindai dengan

B CamScanner



Sasaran Program Indikator Kinerja Target
Tingkat keberhasilan penanganan
parkara lindak Pidana Umum yang in
krachl van gewijsde (berkekuatan | B89%
hukum telap) dan telah disksekus|
Meningkatnya penegakan Persentase penanganan perkara
hukum yang yang adi, melall  mediasl penal, diskresl 67%
humanis, propersional, dan panuniutan, dan denda damal
efisien
Meningkatnya kualitas sistem Tlngku kualitas penanganan perkara | B6%
peruntutan yang terintegrasi | yang  terekam  dalam  Case
dan transparan Management System

4 | Meningkatrya Kuslitas | Indeks kepuasan layanan publik
Layanan  Publk  bidang | bidang penegakan hukum 41
pensgakan hukum :

5 | Meningkatnya efektivitas | Tingkat utilisasi sarana dan prasarana
pemanfaatan sarana dan | dalam mendukung penegakan dan | pos
prasarana dalam mendukung | pelayanan hukum di Kejaksaan Ri
penegakan dan  pelayanan
hukum di Kejaksaan R

Mo Kegiatan Anggaran

1 | Pra Penuntulan Fp 1.200.000

2 | Penuniulan Rp 203.325.000

3 | Restorative Justice Rp 2.770.000

4 | Eksekus! Rp 5.880.000

Jumiah Rp 213.175.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Cipindai dengan

B CamScanner
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E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksl Naslonal/Siratlegl Naslonal di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia,

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republk Indonesia dalam
Peraluran Perundang-Undangan serla Keanggolaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
KementerianiLembaga,

3. Pelaksanaan Tugas Direktiffinstruksi Jaksa Agung.

Belawan, 12 Januari 2026

|
Fihak Kedua, Pihak Pertama, 'F"ﬂ

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI | TINDAK PIDANA UMUM, ,.e
WAN,
l Df. ARMAPU “MH.  YOGI FRANSIS TAUFIK, S.H.,MH.

77—\

Cipindai dengan

B CamScanner



U ,f PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektf, transparan dan / "'ﬁr
'M akunlabel serla berorientas! pada hasil, yang beranda tangan dibawah Inf' .
o
1AM Mama : ANDRI RICO MANURUNG, S.H.,M.H, “¢
i.- Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
|
1' Selanjutnya disebul pinak pertama
'H Nama . Dr. YUSUP DARMAPUTRA, S.H.,M.H.
I Jabatan . KEPALA KEJAKSAAN NEGER! BELAWAN

Selaku atasan langsung pihak periama, selanjulnya disebut pihak kedua

| Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual dengan

1"'\ lampiran perjanjian inl, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperi '
%‘ yang telah diletapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan '
! i pencapaian targel kinera lersebul menjadi langgung jawab kami. f hr

Pihak kedua akan melakukan supervisl yang diperlukan serla akan melakukan avaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian inf dan akan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pembarian penghargaan dan sanksi,

Belawan, 12 Januar 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Cipindai dengan

B CamScanner



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026
Kedaulalan Pangan dan Energl, serta Ekonoml yang Produklif dan Inklusif,

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh Ideclogi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM),

2. Memantapkan sisfem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energl, air, ekonom| syariah, A
ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, e

3. Melanjulkan pengembangan infrasirukiur dan meningkatkan lapangan kerja yang IL'L‘
berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industd krealif, serla
mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalul peran akiil

koperasi.
4. Memperkual pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, leknologl, '
|‘V pendidikan, kesehatan, prestasi olahrags, keselaraan gender, serta penguatan E‘
ié. peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. ,{

/ 5. Melanjutkan hiliisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam | '
'I,“ uniuk meningkatkan nilal tambah di dalam neger. Iy
h? ' B. Membangun dari desa dan dar bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan N
_ ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
H 7. Memperkuat reformasl politk, hukum, dan birokrasi, seria memperkuat n
' pencagahan dan pamberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan. J
B. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang hammonis dengan lingkungan, alam,
| dan budaya, serta peningkatan loleransl antarumat beragama uniuk mencapal

r "
jﬁ masyarakal yang adil dan makmur, li
o /P
I '| C. KINERJA UTAMA fl
m No Sasaran Program Indikator Kinerja Target .\
ol 1 |Meningkatnya  penegakan | Persenlase penanganan perkara ‘,
\* hukum yang yang adil, | melslul mediasi penal, diskresi 87%
| humanls, proporsional, dan | penuntulan, dan denda damai lr.
'l | efislen (|
I 2 | Meningkatnya  keberhasidan | Tingkal kebethasian _penanganan f
h penanganan parkars tindak | perkara tindek pidana korupsi dan | 7ge; 'I
1'."-i| pidana korupsi, tindak pidana | TFPU

7/:
7
N
g
7

Cipindai dengan

@ CamScanner
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Sasaran Program

Indikator Kinetja

Target

perpajakan, tindak  pidana
kepabeanon, lindak pidana
cukal, lindak pidana yang
menyebablan kesuglan
perekonomian negara, dan
TPPU serta pelanggaran HAM
Berat secara  lranspamn,
akuntabel dan profesional

Tingkal keberhnslian  penanganan
parkarn tindak pldana porpajakan dan
TPPU

BS%

Tingkal keberhasiian penanganan
parkara tindak pidana kepabeanan
dan TPPU

B5%

Tingkat keberhasilan penanganan
perkara tindak pldana cukal dan
TPPU

B5%

Tingkal keberhasilan penanganan
perkara  lindak pidana  yang
menyababkan keruglan
perekonomian negara dan TPPU

Tingkat keberhasilan pengendalian
operasi dalam penyelesaian
penanganan perkara tindak pidana
khusus

T6%

Meningkolnya  keberhasitan
pengembalian karugian
negara dalam penanganan
perkara tindak pidana khusus

Tingkat keberhasilan penyelamatan
dan pengembalian kerugian negara
¢alam penanganan perkara tindak
pidana komupsi dan TPPU

28%

Tingkal keberhasidan pambayaran
denda dalam penanganan perkara
tindak pidana khusus lainnya dan
TPPU (Kepabeanan, Perpalakan,
Cukai, lndak Pidana  yang
menyebabkan

perekonomian negara)

kerugian -

36%

Meningkatnya kualitas sistem

penuniutan yang lerintegrasl
dan transparan

Tingkal kualitas penanganan perkara
yang  lerekam  dalam  Case
Meanagement Systam

B6%

Kualitas
bidang

Meningkalnya
Layanan  Pubfik
penegakan hukum

Indeks kepuasan layanan publik
bidang penagakan hukum

41

Meningkatnya efekivilas
pamanfaalan sarana dan
prasarana dalam mendukung
penegakan dan palayanan
hukum di Kejaksaan R

Tingka utilisasi sarana dan prasarana
dalam mendukung penagakan dan
pelayanan hukum di Kejaksaan RI

B2%

Keglatan

Anggaran

Penyalidikan

Rp 6.003.000

Penyidikan

Rp 20.005.000

Pra Penuntutan dan Penuntutan

Rp 8.650.000

Z=

Cipindai dengan

B CamScanner



o I
|
4 | Eksekusi Pidsus Rp  365.000 ,
Jumlah Rp 35.023.000 "I .‘
D. PRIORITAS NASIONAL L
. .JJ|
E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Naslonal/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam

Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggolaan Kejaksaan dalam Tim Lintas /
Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktiffinstruksi Jaksa Agung.

i
Belawan, 12 Januari 2026 I
Pihak Kedua, Pihak Pertama, 'é
KEPAbA KEJAKSAAN NEGER! KEPALA SEKS| THIDAK FIDANA l"l,l

. SH,M.H.  ANDRI NURUNG, S.H.,M.H. !

Cipindal dengan

B CamScanner



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

I'm Dalam rangka mewujudkan manajemen pemeriniahan yang efektil, transparan dan :’e
akuntabel sera berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini: ik

| f" Nama . DANIEL SETIAWAN BARUS, S.H.M.H.
f Jabatan - KEPALA SEKSI INTELIJEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

| Nama © Dr. YUSUP DARMAPUTRA, S.H.M.H. I&
A Jabatan © KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN

ﬁ' Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua F

)
AN Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan _ { |[ I‘
I";r : lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti |\
\ yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan |
|1|‘ pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. “l'

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan seria akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dan peranjian ini dan akan mengambil lindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian panghargaan dan sanksi.

| Belawan, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI INTELLJEN,

Lg

-
H.M.H. DANIEL SETIAWAN BARUS, S.H.,,M.H. || )

———

5 —

== ===

Cipindal dengan

B CamScanner



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKS! INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026
Ul Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026
1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

Ih 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong

: kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah,

b ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

[ 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang
berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatil, serta
mengembangkan agromaritim industn di sentra produksi melalui paran aktif
koperasi,

,.;IJ 4. Memperkual pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologl,
k! pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
*- peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

\ 5. Melanjutkan hilinsasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam

'\ untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

. Membangun dan desa dan dan bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan

f ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

\ F-. 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

| dan budaya, serla peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai

J'||. masyarakat yang adil dan makmur.

[. I C. KINERJA UTAMA

{% No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
w ity 1 | Meningkatnya Pemahaman | Tingkat Pemahaman Hukum
‘\ Hukum  Masyarakat yang | Masyarakat atas Mater Sosialisasi 4%
i \ Memuaskan Pemangku | Hukum
| Kepentingan
Tingkat Kepuasan  Pemangku
\ Kepentingan terhadap Layanan 37
'1; Lukumpenkum :
= S—— P ==

Cipindai dengan :
B8 CamScanner |



3.

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
2 | Meningkatnya efekiivitas Tingkat efekiivitas inteljen penegakan
inteljen penegakan hukum hukum Kejaksaan 86%
Kejaksaan
3 | Meningkalnya efektivitas | Tingkal utilisasi sarana dan prasarana
pemanfaalan sarana dan | dalam mendukung penegakan dan | gog
prasarana dalam mendukung | pelayanan hukum di Kejaksaan
penegakan dan pelayanan | Negeri Belawan
hukum di Kejaksaan RI I
;‘rlpd
No Keglatan Anggaran ' He
1| Kampanye Anti Korupsi Rp 1.877.000 "-.L+ !
2 | Operasi Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO Rp 5.543.000 \!
Inbeli elidik amanan dan
Operasi jjen Peny an, Peng Rp 944000
Penggalangan
4 | Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Rp 2.706.000
Layanan Penerangan Hukum Rp 1.842.000 ‘ |‘
uluhan Hukurn Jaksa Masuk
Layanan Penyuluhan Hukum as ——— t
Sekolah (JMS) dan Jaksa Menyapa {
Jumiah Rp 42,560,000 f '
|||:' | |
D. PRIORITAS NASIONAL 4’ “_
Layanan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Neger/Cabang | \ \
Kejaksaan Negeri. |
E. KINERJA TAMBAHAN 0

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republk Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementerian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktiffinstruksi Jaksa Agung.

Belawan, 12 Januari 2026

Pinak Kedua, Pihak Perlama,
SAAN NEGERI KEPALA SEKS! INTELIJEN,
’ Fd
R4 S.H,MH. DANIEL SETIAWAN BARUS, S.H.M.H.
=7 e AN —,
S A B =~

Cipindal dengan

B CamScanner



3
Neo Sasaran Program Indikator Kinerja Target
2 | Meningkalnya efektivitas Tingkat efektivitas inteljen penegakan
inteljen penegakan hukum hukum Kejaksaan 86%
Kejaksaan
3 | Meningkatnya efekivitas | Tingkat utiisasi sarana dan prasarana
pemanfaatan sarana dan | dalam mendukung penegakan dan | goa
prasarana dalam mendukung | pelayanan hukum di Kejaksaan
penegakan dan pelaysnan | Negeri Belawan
hukum di Kejaksaan RI I
[
.I’ﬂ
IJ
\ No Kegiatan Anggaran .*e
5'1,, 1 | Kampanye Anti Korupsi Rp 1.877.000 Ih*‘i
9": 2 | Operasi Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO Rp 5.543 000 \
II J'lr I P ﬁlﬂ
I.]FJ 3 | Operasi Inteljen Penyelidikan, Pengamanan Re 944000
I Penggalangan
4 | Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Rp 2.706.000
5 | Layanan Penerangan Hukum Rp 1.842.000 *,1
1 6 | Layanan Penyuluhan Hukum Jaksa Masuk Rp29 648 000 &{
? | Sekolah (JMS) dan Jaksa Menyapa i
r-' Jumiah Rp 42.560.000 | |
Q D. PRIORITAS NASIONAL £ { '
\' Layanan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan TinggiKejaksaan Neger/Cabang |
."{ j Kejaksaan Negen. ;
I E. KINERJA TAMBAHAN Nr
W\ l 1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan '

Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
| Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas “ _
' Kementerian/Lembaga. f ,:' !
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/instruksi Jaksa Agung. |

Belawan, 12 Januari 2026

Pihak Pertama,
SAAN NEGERI KEPALA SEKS! INTELLJEN,
(7 g ,
ARMAPUTRA SH.M.H. DANIEL SETIAWAN BARUS, S.H.,M.H. Irf
e MA

Cipindai dengan

B CamScanner



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang elekiif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang berlanda tangan dibawah ini:

Nama : BAYU ESHA WIRANA, S.H.,M.H.

Jabatan : KEPALA SEKS| PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. YUSUP DARMAPUTRA, S.H.,M.H.

Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN

Selaku alasan langsung pihak pertama, selanjulnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah diletapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian larget kinerja lersebul menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisl yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Belawan, 12 Januarl 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEJAKSAAN NEGERI KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA

Cipindai dengan

B CamScanner
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 f

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA W
KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN .

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026 |
Kedaulatan Pangan dan Energl, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif, I i

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026 }"4

1, Memperkokoh ideclogi pancasila, demokrasl, dan hak asasi manusia (HAM). \

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalul swasembada pangan, energi, air, ekonoml syariah, ]
ekonomi digilal, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. §

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang
berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatil, sera
mengembangkan agromarnilim industd di sentra produksi melalui peran aktif l

koperasi. ;""ﬂ'
4. Memperkual pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologl, ..I"ht‘i
pendidikan, kesehalan, preslasi olahraga, Keselaraan gender, serla panguatan \

peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas,

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam
uniuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan darl bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan
ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkual reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serla memperkual
pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

B, Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmanis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur,

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target

1 | Meningkalnya kualitas | Tingkat penjaminan kualitas
pelaksanaan Advocaal | pengajuan pendapat leknis hukum
Generaal dan Jaksa |untuk permohonan kasasi lingkup | gss
Pengacara Negara peradilan umum, TUN, agama, dan
militer

2 | Meningkalnya efekiivilas | Indeks Persopsi alas pelayanan
pelayanan  hukum  dalam | hukum 37 ¥
rangka pelaksanaan fungs ' I

SR AN AN

Cipindai dengan

B CamScanner



No Sasaran Program

Indikator Kinerja

Target

Jaksa Pengacara Negara

3 | Meningkatnya  keberhasilan
penyelamatan dan pemulihan
keuangan negara melalui jalur
perdata

Tingkat keberhasilan penyelamatan
keuangan negara melalul |jalur
perdata

81%

Tingkal
keuangan
perdata

keberhasilan  pamulihan
negara melalui jalur

B1%

4 | Meningkatnya keberhasilan
penanganan Perkara Perdata
dan Tata Usaha Negara
secara lransparan, akuntabel,
dan profesional

Tingkat keberhasilan penanganan
perkara perdata melalul jalur litigas!

B1%

Tingkat keberhasilan penanganan
perkara perdala melalui jalur non-
litigasl

B1%

Tingkal keberhasilan penanganan
perkara tala usaha negara melalul
jalur ltigasl

81%

5 | Meningkalnya Kualitas
Layanan Publik bidang hukum

Indeks kepuasan layanan  Publik
bidang hukum (Layanan hukum
gratis, konsultasi hukum, bantuan

hukum, pendampingan hukum, dan
penyuluhan hukum)

4,1

6 | Meningkatnya
Layanan  Publik
penegakan hukum

Kualitas
bidang

Indeks kepuasan layanan publik
bidang penegakan hukum

4,1

7 | Meningkatnya efekiivitas
pemanfaatan sarana dan
prasarana dalam mendukung

penegakan dan pelayanan
hukum di Kejaksaan R

Tingkal utilisasi sarana dan prasarana
dalam mendukung penegakan dan
pelayanan hukum di Kejaksaan
Negeri Belawan

No Keglatan

Anggaran

Halo JPN

Rp 1.263.000

Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gralis

Rp 1.350.000

Perkara Datun

Rp 5.530.000

2| | n| =

Pertimbangan
Hukum

Hukum/Pendampingan/Bantuan Rp

449.000

Jumlah

Rp 8.592.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

Cipindai dengan

B CamScanner



2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesla dalam
Peraluran Perundang-Undangan serla Keanggolaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kemenirian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direklifinstruksi Jaksa Agung.

Belawan, 12 Januarl 2026
Pihak Kedua, Pihak Perlama,

KEJAKSAAN NEGERI KEPALA SEKS!| PERDATA DAN TATA
WAN, USAHA NEG

5

S.H,MH, BAYU ESHA WIRANA, SIH.,M.H.

Cipindal dengan

B CamScanner



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuniabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ni:

MNama : SINDU HUTOMO, S.H.
Jabatan . KEPALA SEKS| PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN
BARANG BUKTI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Mama = Dr. YUSUP DARMAPUTRA, 3.H.,,M.H.
Jabatan © KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual dengan
lampiran perjanjian Ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serla akan melakukan evaluasl
terhadap capalan kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Belawan, 12 Januarl 2026
Pihak Kedua, Pihak Partama,
KEP. KEJAKSAAN NEGERI

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN
PENGELOLAAN BB,

Cipindai dengan

B CamScanner



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI
KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026
Kedaulalan Pangan dan Energl, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif,

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026
1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah,
ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Melanjutkan pengembangan infrastrukiur dan meningkatkan lapangan kerja yang
berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industr krealif, serta

mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif
koperasi,

4. Memperkual pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehalan, presiasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas,

5. Melanjutkan hiliisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam

b untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,

]
f 6. Membangun dari desa dan dar bawah untuk peumbuhan ekonomi, pemerataan
[ﬂ ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

L

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, sea memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmenis dengan lingkungan, alam,

| dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapal
Jh. masyarakal yang adil dan makmur,

1 C. KINERJA UTAMA

% No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
; <1 1 | Tersclenggaranya pemulihan | Tingkal  keberhasian  kegiatan
asel yang lerintegrasi penelusuran aset 91%

WY Tingkat keberhasilan perampasan

(! asel hasil tindak pidana 81%
| Tingkat keberhasilan pemulihan aset
hasil tindak pidana 91%
| N 5, " =
- i - e e =
=E— = (D= o

Cipindai dengan

B CamScanner



No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
"2 | Terwijudnya _ pengelolaan | Tingkal _ ofckiivilas _pengeloiann
asel findak pidana yang | Rupbasan 41
i skuniabel, dan | Tekivitas  penysietalan
penyelamalan aset negara 41
Tingkat efektivitas pengelolaan dala
aset negara berbasis leknologi 41
No Keglatan Anggaran
1 | Pemelharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Rp 115.000.000
Barang Bukl¥Sitean/Rampasan
Jumlah Rp 115.000.000
D. PRIORITAS NASIONAL
E. KINERJA TAMBAHAN
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Naslonal/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan \

Republik Indonesia. 10

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Linlas
Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direklillinstruksi Jaksa Agung. -

Belawan, 12 Januari 2026
Pihak Kedua, Pihak Pertama, r

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN
PENGELOLAAN BB,

SINDU HUTDWO, S.H.

Cipindal dengan

B CamScanner



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akunitabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARHIRAS SIGALINGGING, S.H.
Jabatan . KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

MNama : Dr. YUSUP DARMAPUTRA, S.H.,M.H. .
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN \"

Selaku alasan langsung pihak perlama, selanjuinya disebut pihak kedua |

$h'1 Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan '. : .': I
a . lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja Jangka menengah seperii \
_ﬁf' yang lelah diltetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian largel kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. H"

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari petjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperukan
! dalam rangka pemberian panghargaan dan sanksi.

‘ W Belawan, 12 Januar 2026
)

( Pihak Kedua, Pihak Pertama,
UBBAGIAN PEMBINAAN,

MARHIRAS SIGALINGGING, S.H.

Cipindai dengan

B CamScanner



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026
Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonoml| yang Produktif dan Inklusil.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh Ideclogi pancasila, demokrasi, dan hak asasl manusia (HAM).

Z. Memaniapkan sistem periahanan keamanan negara dan  mendorong
kemandirian bangsa melalul swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah,
ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonom biru.

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang
berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri krealil, serta
mengembangkan agromantim industri di senltra produksi melalui peran akiil
koperasl,

4, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, keselaraan gender, serta pengualan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabililas.

5. Melanjulkan hiliisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam
untuk meningkatkan nilal tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dar bawah unluk pertumbuhan ekonomi, pemerataan
ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi polilik, hukum, dan birokrasi, serta memperkual
pencegahan dan pamberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

B. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serta peningkatan loleransi antarumat beragama untuk mencapal
masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target

1 | Meningkalnya  akuniabllitas | Nilal SAKIP Kejaksaan MNegen
kinerja Kejaksaan Rl Belawan 85

2 | Meningkatnya efisiensl dan Nilai Kinerja Anggaran Kejaksaan a7
efektivilas penggunaan Neger Belawan
anggaran Kelaksaan RI

3 | Meningkatnya kapasitas | Tingkal kepaluhan saluan kerja | 88%
kelembagaan dan |terhadap  standar  operasional
ketatalaksanaan Kelaksaan Rl | prosedur

Cipindal dengan

B CamScanner



No Sasaran Program Indikator Kinera Target

4 | Meningkninya kunlitas | Indeks kepussan layanan dukungan
layanan Imemal dukungan | inlemal manajemen  Kejaksaan
manajemen doan kesehalan | Neger Belawan a7
yustisial

5 |Meningkatnya  kompetensl | Persenlase aparatur yang memilikl 5%
Aparatur Kejaksaan RI sertifikas| kompetens! sesual jabatan

6 | Meningkatnya kuantitas dan | Tingkat utiisasi sarana dan prasarana
kualitas sarana dan prasarana | Kejaksaan Negerl Belawan

yang mendukung Kinerja e
Kejaksaan RI

No Kegiatan Anggaran

1 | Belanja Pegawal Gajl dan Tunjangan Rp 10.948.482.000

2 | Operasional dan Pemeliharaan Rp 1,697.094,000

3 | Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Rp 13.499.092.000
Prasarana

Jumiah Rp 16.144.668.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksl Nasional/Strategl Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

2. Polaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejakssan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Linlas
Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktiffinstruksi Jaksa Agung.

Belawan, 12 Januarl 2026
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

R
MARHIRAS SIGALINGGING, 5.H.

Cipindal dengan

B CamScanner
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PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemernntahan yang efektf transparan dan
akuntabel serta berornientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama - BAMBANG ARIADI SYAHPUTRA, S.H.
Jabatan - KEPALA URUSAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN
KEUANGAN DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama - MARHIRAS SIGALINGGING, S.H.
Jabatan - KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua '%
LW

Fihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan 'h
lampiran penanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti /
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan '1‘

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperiukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Belawan, 15 Januan 2026
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN, KEPALA URUSAN TATA USAHA,

KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK,

B

MARHIRAS SIGALINGGING, S.H. BAMBANG ARIADI SYAHPUTRA, S.H.

NSO A = S ANNNSESEAN S~




1l
2

C. KINERJA UTAMA

PERJANJIAN KINERJA KEPALA URUSAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN

KEUANGAN DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026
Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inkiusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energl, air, ekonomi syariah,
ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang
berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta
mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif
koperasi.

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologl,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan

peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
Melanjutkan hilinsasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam
untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan
ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Memperkuat reformas! politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur

Sasaran Program

Indikator Kinerja

Meningkatnya  akuntabilitas
kinerja Kejaksaan Rl

' Meningkatnya efisiensi dan
efektivitas penggunaan
anggaran Kejaksaan Rl

Nilai SAKIP Kejaksaan
Belawan

Negeri

“Nilai Kinerja Anggaran Keiaksaan

MNegern Belawan

Meningkatnya kapasitas | Tingkat kepatuhan satuan kerja
kelembagaan dan | terhadap standar operasional
ketatalaksanaan Kejaksaan Rl | prosedur

%



A
Sasaran Program Indikator Kinerja Target |
Meningkatnya kualitas | Indeks kepuasan layanan dukungan
layanan internal dukungan | internal manajemen Kejaksaan Negeri
manajemen dan kesehatan | Belawan 37

yustisial

Meningkatnya kompetensi

Persentase aparatur yang memiliki

Aparatur Kejaksaan Rl sertifikasi kompetensi sesuai jabatan G

Meningkainya kuantitas dan | Tingkat utilisasi sarana dan prasarana

kualitas sarana dan prasarana | Kejaksaan Negeri Belawan 899
1]

yang mendukung Kinerna
Kejaksaan Rl

No

Kegiatan

Anggaran

Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan

Rp 10.948.482 000

Operasional dan Pemeliharaan

Rp 1.697.084.000

Fembangunan/Pengadaan

Prasarana

Sarana dan Rp 3499052000

Jumiah

Rp 16.144.666.000

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan

Republik Indonesia.

2 Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggl

1

2

3
D. PRIORITAS NASIONAL
E. KINERJA TAMBAHAN

Pihak Kedua,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN,

MARHIRAS SIGALINGGING, S.H.

Belawan, 15 Januari 2026

Pihak Pertama,

KEPALA URUSAN TATA USAHA,

KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN

PAJAK,
—Qg\%.\:

BAMBANG ARIADI SYAHPUTRA, S.H.
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PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

S 77N

akuntabel serta berorientas| pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama - RIZKY CHAIRUNISYA RAMADHANI, S.H. . MH.
Jabatan . KEPALA SUBSEKSI | PADA SEKSI INTELIJEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama - DANIEL SETIAWAN BARUS, S.H.,M.H.
Jabatan . KEPALA SEKSI INTELIJEN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Fihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Fihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Jakarta, 15 Januar 2026

\
|
%

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI INTELIJEN, KEPALA SUBSEKSI | PADA SEKSI

777N NN\ 477
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DANIEL SETIAWAN BARUS, 5.H.M.H RIZKY CHAIRUNISYA RAMADHANI, 5.H.,M.H.

INTELIJEN,

\
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PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBSEKSI | PADA SEKSI INTELIJEN
TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

‘ B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026
1. Memperkokoh ideclogi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Memantapkan sistem periahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalul swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah,
ekonomi digital, ekanomi hijau, dan ekonomi biru.

] 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang
berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industr kreatif, serta

mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif
/ koperasi.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan

peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam

untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan

ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politikk, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur ..

C. KINERJA UTAMA

Mo Sasaran Program Indikator Kinerja Target |

1 | Meningkatnya Pemahaman | Tingkat Pemahaman Hukum
Hukum  Masyarakat vyang | Masyarakat atas Matern Sosialisasi
Memuaskan Pemangku | Hukum 8%
Kepentingan

Tingkat Kepuasan Pemangku
Kepentingan terhadap Layanan

Lukumpenkum 3T

2 | Meningkatnya efekiivitas Tingkat efektivitas intelijen penegakan
intelijen penegakan hukum hukum Kejaksaan 26%

A= ANN

;



Sasaran Program Indikator Kinerja

Kejaksaan

> 'Meningkamya efektivitas 'Tingkatuﬁlisasi sarana dan prasarana
pemanfaatan sarana dan | dalam mendukung penegakan dan 899,
prasarana dalam mendukung | pelayanan hukum di Kejaksaan
penegakan dan pelayanan | Meger Belawan

hukum di Kejaksaan Rl

No Kegiatan Anggaran
Kampanye Anti Karupsi : Rp 1.877.000
Operasi Pencanan Buron Tindak Pidana/DPO 1 Rp 5.543.000
Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan .

Rp 944000
Fenggalangan _
Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat :' Rp 2.706.000
Layanan Penerangan Hukum ' Rp 1.842.000

Layanan Penyuluhan Hukum Jaksa Masuk
Sekolah (JMS) dan Jaksa Menyapa
Jumiah ' Rp 42 560 000

Rp29.648 000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggi

Jakarta, 15 Januan 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN, KEPALA SUBSEKSI | PADA SEKSI |
INTELIJEN,

: v, s

DANIEL SETIAWAN BARUS, 3.H.,M.H. RIZKY CHAIRUNISYA RAMADHANI, S.H.M.H.
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PERJANJIAN KINERJA
| TAHUN 2026
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientas| pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini.
Nama - GAMALIEL GINTING, S.H. 1

Jabatan - KEPALA SUBSEKSI || PADA SEKS| INTELIJEN
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama - DANIEL SETIAWAN BARUS, S.H.M.H.
Jabatan - KEPALA SEKS! INTELIJEN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Fihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

\ Belawan_ 15 Januari 2026
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN, KEPALA SUBSEKSI || PADA
SEKSI INTELIJEN,

DANIEL SETIAWAN BARUS, S.H. M.H. GAMALIEL GINTING, S.H
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PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBSEKSI Il PADA SEKSI INTELIJEN
{ TAHUN 2026
\ |

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026
||‘|n Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

| B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1‘ 1. Memperkokoh ideclogi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

|

%} 2. Memantapkan sistem periahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalul swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah,

ekonomi digital, ekanomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang

Ll. berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industr kreatif, serta
b|"-.1 mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif
a;: koperasi.

r||' 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan

peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam
2‘[ untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
ﬁ.l 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan

ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

! 7. Memperkuat reformasi politikk, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
l" pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

|1 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
“l dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai

masyarakat yang adil dan makmur ..

| C. KINERJA UTAMA

||. No Sasaran Program Indikator Kinerja Target |

I
’ . 1 | Meningkatnya Pemahaman | Tingkat Pemahaman Hukum
| ! Hukum  Masyarakat vyang | Masyarakat atas Matern Sosialisasi
, Memuaskan Pemangku | Hukum 8%
’ﬂ Kepentingan
: q ' Tingkat Kepuasan Pemangku
, \ Kepentingan terhadap Layanan 37
I4|! | Lukumpenkum '
|
|- 2 | Meningkatnya efekiivitas Tingkat efektivitas intelijen penegakan
intelijen penegakan hukum hukum Kejaksaan 26%

SeNSa A S ANNS S NS
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No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
Kejaksaan
3 | Meningkatnya efektivitas "Tlngkat utilisasi sarana dan prasarana

pemanfaatan sarana dan | dalam mendukung penegakan dan
prasarana dalam mendukung | pelayanan hukum di Kejaksaan
penegakan dan pelayanan | Meger Belawan

hukum di Kejaksaan Rl

No Kegiatan Anggaran
Kampanye Anti Korupsi : Rp 1.877. 000
Operasi Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO | Rp 5.543.000
Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan .

Rp 944000
Fenggalangan _
Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat :' Rp 2.706.000
Layanan Penerangan Hukum ' Rp 1.842.000 '
Layanan Penyuluhan Hukum Jaksa Masuk _
Rp29.648 000
Sekolah (JMS) dan Jaksa Menyapa
Jumiah | Rp 42 560 000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan

Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggi
Belawan, 15 Januari 2026
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN, KEPALA SUBSEKSI Il PADA
SEKSI INTELIJEN,

DANIEL SETIAWAN BARUS, S.H., M.H. GAMALIEL GINTING, S.H




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

! Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan /
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:
f ‘ Nama : BASTIAN SIHOMBING, S.H., M.H.
' Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN PADA SEKSI TINDAK
|~| | PIDANA UMUM
AN
x | Selanjutnya disebut pihak pertama
'n' Nama - YOGI FRANSIS TAUFIK. S.H.,M.H.
I‘E'. Jabatan . KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan II
| lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
blil" yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan | .
\
3': h pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
/.
U
*||' Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperiukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

| “ Belawan, 15 Januari 2026
hd Pihak Kedua, Pihak Pertama,
' KEPALA SEKSI TINDAK PDANA UMUM, KEPALA SUBSEKSI

PRAPENUNTUTAN PADA SEKSI

- — TINDAK PIDANA UMUM,
/ o _ t
=Y ) /\r/&(

YOGI FRANSIS TAUFIK, S.H.,M.H. BASTIAN SIHOMBING, S.H.,M.H.




PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN PADA SEKSI
TINDAK PIDANA UMUM

TAHUN 2026

——

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026
Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

|

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026
1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah,
ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang
berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta
mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif
koperasi.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam
untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ||
ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat |
pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur..

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target |
1 | Meningkatnya keberhasilan | Tingkat keberhasilan penanganan
penyelesaian Perkara Tindak | perkara Tindak Pidana Umum yang 819
Pidana Umum diproses hingga pra penuntutan .
Tingkat keberhasilan penanganan
perkara Tindak Pidana Umum yang 81%
diproses hingga penuntutan
—, > - = Py JEA, e E—__%____ &
~ = —— == A
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No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
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Tingkat keberhasilan penanganan
perkara tindak Pidana Umum yang in

kracht van gewijsde (berkekuatan 89%
hukum tetap) dan telah dieksekusi
2 | Meningkatnya penegakan Persentase penanganan perkara |
hukum yang yang adil, melalui mediasi penal, diskresi 67%
humanis, proporsional, dan penuntutan, dan denda damai
efisien

3 | Meningkatnya kualitas sistem | Tingkat kualitas penanganan perkara
penuntutan yang terintegrasi | yang terekam dalam Case 86%

dan transparan Management System

4 | Meningkatnya Kualitas |Indeks kepuasan layanan publik
Layanan  Publik  bidang | bidang penegakan hukum 41
penegakan hukum '
Meningkatnya efektivitas | Tingkat utilisasi sarana dan prasarana

pemanfaatan sarana dan |dalam mendukung penegakan dan 82%
prasarana dalam mendukung | pelayanan hukum di Kejaksaan R

penegakan dan pelayanan
hukum di Kejaksaan Rl

No Kegiatan Anggaran
1 | Pra Penuntutan Rp 1.200.000
2 | Penuntutan Rp 203.325.000
3 | Restorative Justice Rp 2.770.000
4 | Eksekusi Rp 5.880.000 |
Jumiah Rp 213,175.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggi

Belawan, 15 Januari 2026
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PDANA UMUM, KEPALA SUBSEKSI
PRAPENUNTUTAN PADA SEKSI

/ \ ;fﬁ—“ TINDAK p:wm.

YOGI FRANSIS TAUFIK, S.H.,M.H. BASTIAN SIHOMBING, S.H.,M.H.
- N - = A\ .
S — == == NS> " ¢




Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : DANIEL SURYA PARTOGI, S.H.

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, SUBSEKS| EKSEKUSI
DAN EKSAMINASI

Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama - YOGI FRANSIS TAUFIK. S.H.,M.H.
Jabatan - KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Belawan, 15 Januari 2026
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM, KEPALA SUBSEKSI

PENUNTUTAN, SUBSEKSI
EKSEKUSI DAN EKSAMINASI,

9k t

YOGI FRANSIS TAUFIK, S.H.,M_H. DANIEL SURYA PARTOGI, S.H.
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PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, SUBSEKSI
EKSEKUSI DAN EKSAMINASI

TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026
Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

1.
2.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandinian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah,

ekonomi digital, ekenomi hijau, dan ekonomi biru.

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang
berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta
mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif
koperasi.

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan

peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam
untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan
ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur..

C. KINERJA UTAMA

No

Sasaran Program Indikator Kinerja Target

1

Meningkatnya keberhasilan | Tingkat keberhasilan penanganan
penyelesaian Perkara Tindak | perkara Tindak Pidana Umum yang

g,
Pidana Umum diproses hingga pra penuntutan 41%
Tingkat keberhasilan penanganan
perkara Tindak Pidana Umum yang 819
L]

diproses hingga penuntutan

|
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Sasaran Program Indikator Kinerja

Tingkat keberhasilan penanganan
perkara tindak Pidana Umum yang in
kracht van gewijsde (berkekuatan
hukum tetap) dan telah dieksekusi

‘Meningkatnya penegakan Persentase penanganan perkara |
hukum yang yang adil, melalui mediasi penal, diskresi
humanis, proporsional, dan penuntutan, dan denda damai

efisien

Meningkatnya kualitas sistem | Tingkat kualitas penanganan perkara
penuntutan yang terintegrasi | yang terekam dalam Case

dan transparan Management System
4 | Meningkatnya Kualitas |Indeks kepuasan I|ayanan publik
Layanan  Publik  bidang | bidang penegakan hukum 41
[ \ penegakan hukum '
: 5 | Meningkatnya efektivitas | Tingkat utilisasi sarana dan prasarana
| pemanfaatan sarana dan |dalam mendukung penegakan dan 829
||. - prasarana dalam mendukung | pelayanan hukum di Kejaksaan Rl
/! penegakan dan pelayanan
{ hukum di Kejaksaan Rl
‘I
I| V No Kegiatan Anggaran QI
Lh' 1 | Pra Penuntutan Rp 1.200.000 l\
2 | Penuntutan Rp 203.325,000 1“'
3 | Restorative Justice Rp 2.770.000 II
4 | Eksekusi Rp 5.880.000 | i ‘
I|.| Jumiah Rp 213.175.000 l’\
h|||| |
e D. PRIORITAS NASIONAL |
i
\ |" - ‘I'
%'ll E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan

Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggi

Belawan, 15 Januari 2026
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM, KEPALA SUBSEKSI

PENUNTUTAN, SUBSEKSI
Ny I
Tk

EKSEKUSI DAN EKSAMINASI,
YOGI FRANSIS TAUFIK, S.H.,M.H. DANIEL SURYA PARTOGI, S.H.
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PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientas| pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama - WILLIAM FREDERICK SOALOON, S.H
Jabatan - KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
PADA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
Selanjutnya disebut pihak pertama \
Nama - BAYU ESHA WIRANA, S.H.,M.H.
Jabatan - KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Fihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Belawan 15 Januari 2026
Pihak Kedua, Pihak Pertama.

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA KEPALA SUBSEKS| PERDATA
NEGARA, DAN TATA USAHA NEGARA
PADA SEKSI PERDATA DAN
TATA USAHA NEGARA

BAYU ESHA WIRANA, SH.MH. WILLIAM FREDERICK SOALOON, S.H




1.
2

\
/

C. KINERJA UTAMA

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBSEKSI PERDATA
DAN TATA USAHA NEGARA PADA SEKS|I PERDATA DAN
TATA USAHA NEGARA

TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalul swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah,

ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kena yang
berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, seria
mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif
koperasi.

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Melanjutkan hilinsasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam
untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Membangun dari desa dan dan bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan
ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai

masyarakat yang adil dan makmur

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
Meningkatnya kualitas | Tingkat penjaminan kualitas
pelaksanaan Advocaat | pengajuan pendapat teknis hukum
Generaal dan Jaksa | untuk permohonan kasasl lingkup 959,
Pengacara Negara peradilan umum, TUN, agama, dan

militer
Meningkatnya efektivitas | Indeks Persepsi atas pelayanan
pelayanan  hukum  dalam | hukum




W@ 72 \

O’ﬁ@

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
rangka pelaksanaan fungsi
Jaksa Pengacara Negara

3 | Meningkatnya  keberhasilan 'TTngkat keberhasilan penyelamatan :
penyelamatan dan pemulihan | keuangan negara melalui jalur 819
keuangan negara melalu jalur | perdata
peidaty Tingkat keberhasilan  pemulihan ]

keuangan negara melalui  jalur 21%
perdata

4 | Meningkatnya  keberhasilan | Tingkat keberhasilan penanganan
penanganan Perkara Perdata | perkara perdata melalui jalur litigasi 819
dan Tata Usaha MNegara |
secara transparan, akuntabel, Tingkat keberhasilan penanganan
dan profesional perkara perdata melalum jalur non- B81%

litigasi

| Tingkat keberhasilan penanganan
perkara tata usaha negara melalui 81%
jalur litigasi

5 | Meningkatnya Kualitas | Indeks kepuasan layanan  Publik :'
Layanan Publik bidang hukum | bidang hukum (Layanan hukum gratis,

konsultasi hukum,_ bantuan hukum, 41
pendampingan hukum, dan
penyuluhan hukum)

6 | Meningkatnya Kualitas | Indeks kepuasan layanan publik ] i
Layanan Fublik  bidang | bidang penegakan hukum ;
penegakan hukum

7 | Meningkatnya efektivitas | Tingkat utilisasi sarana dan prasarana
pemanfaatan sarana dan | dalam mendukung penegakan dan s
Pmsa’asz da:jam menlduk:tmg pelayanan hukum di Kejaksaan
penegakan dan pelayanan :
hukum di Kejaksaan Rl Neger Belawan

No Kegiatan Anggaran
1 | Halo JPN Rp 1.263.000
Bl "L_ayrananﬂfnrmas;i"ﬁén I-'h-‘éiéyrananmlh-iu'l'fumﬁEaﬁé _ﬁﬁ_f-_ﬁgﬁ:ﬁﬁﬁ_

3 | Perkara Datun Rp 5.530.000

4 | Petimbangan Hukum/Pendampingan/Bantuan | Rp 449000
Hukum

Jumiah Rp 8.592 000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategl Nasicnal di Lingkungan Kejaksaan

Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggi

\

g

—_
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Belawan, 15 Januari 2026
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA KEPALA SUBSEKSI PERDATA

NEGARA, DAN TATA USAHA NEGARA
PADA SEKS| PERDATA DAN
TATA USAHA NEGARA

= SN
BAYU ESHA WIRANA, S.H.,.MH. WILLIAM FREDERICK SOALOON, S.H
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PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientas| pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama - ROMANNA DEBORA MEILIANI MARPAUNG, S.H.M.H.
: 4
“ENEIn * KEPALA SUB SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM i
LI'}I 3
Selanjutnya disebut pihak pertama ‘e~
Ibq |
Nama - BAYU ESHA WIRANA, S.H.,M.H. \
Jabatan - KEPALA SEKS| PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Fihak pertama berjanji akan mewujudkan farget kinerja yang seharusnya sesual dengan N
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti | |~
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan f
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. | 1'|
|

Fihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan |\
dalam rangka pembenan penghargaan dan sanksi.

Belawan, 15 Januari 2026

Pihak Kedua, FPihak Pertama,
KEPALA SEKS|I PERDATA DAN TATA USAHA KEPALA SUB SEKSI
NEGARA, PERTIMBANGAN HUKUM,
,71- M\
BAYU ESHA WIRANA, 5.H.M.H. ROMANNA DEBORA, S.H.,M.H.




2.
PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM
TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026
Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026
1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalul swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah,
ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang
berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta
mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif

koperasi.
4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan

peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

/

5. Melanjutkan hilinsasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam

untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dan bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan

ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

~

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serita memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur__

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target

1 | Meningkatnya kualitas | Tingkat penjaminan kualitas
pelaksanaan Advocaat | pengajuan pendapat teknis hukum
Generaal dan Jaksa |untuk permohonan kasasl lingkup g5%
Pengacara Negara peradilan umum, TUN, agama, dan

) militer

2 | Meningkatnya efektivitas | Indeks Persepsi atas pelayanan
pelayanan  hukum  dalam | hukum 97
rangka pelaksanaan fungsi '
Jaksa Pengacara Negara

3 | Meningkatnya  keberhasilan | Tingkat keberhasilan penyelamatan
penyelamatan dan pemulihan | keuangan negara melalui jalur
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3.

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target

keuangan negara melalui jalur | perdata 81%
perdata

_:ﬁngkat keberhasilan  pemulihan
keuangan negara melalui jalur 81%
perdata

4 | Meningkatnya  keberhasilan | Tingkat keberhasilan penanganan
penanganan Perkara Perdata | perkara perdata melalui jalur litigasi 81%
dan Tata Usaha Negara
secara transparan, akuntabel, | Tingkat keberhasilan penanganan

dan profesional perkara perdata melalui jalur non- 81%
litigasi
_'Tingkat keberhasilan penanganan
perkara tata usaha negara melalu 81%
jalur litigasi
5 | Meningkatnya Kualitas | Indeks kepuasan layanan  FPublik
Layanan Publik bidang hukum | bidang hukum (Layanan hukum gratis,
konsultasi hukum, bantuan hukum, 41
pendampingan hukum, dan
penyuluhan hukum)
6 | Meningkatnya Kualitas | Indeks kepuasan layanan publik 41 \
Layanan  Publik  bidang | bidang penegakan hukum '
penegakan hukum H
T | Meningkatnya efektivitas | Tingkat utilisasi sarana dan prasarana 1\
pemanfaatan sarana dan |dalam mendukung penegakan dan 899 h
meamEE da:jam menldukung pelayanan hukum di Kejaksaan 5
penegakan dan pelayanan 2
hukum di Kejaksaan Rl hiegen Bestwan ‘ ‘
/1)
No Kegiatan [ Anggaran \‘“
1 | Halo JPN | Rp 1.263.000
2 Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis | Rp 1.350.000 ' ||
F
3 | Perkara Datun Rp 5.530.000
4 | Pettimbangan Hukum/Pendampingan/Bantuan Rp 445000
Hukum
Jumlah Rp 8.592.000
. PRIORITAS NASIONAL




!

- E. KINERJA TAMBAHAN

/ 1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Hepublik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tingagi

”‘ Belawan, 15 Januari 2026

l | Pihak Kedua, Pihak Pertama,
‘i* KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA KEPALA SUB SEKSI
' | USAHA NEGARA, PERTIMBANGAN HUKUM,
h' V
Iilw w
\

BAYU ESHA WIRANA, S.H.,M.H. ROMANNA DEBORA, S.H.,M.H.

M{lf |
Ir;
\




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemernntahan yang efektf transparan dan
akuntabel serta berornientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama - FRISILLIA BELLA, S.H.

Jabatan - KEPALA SUBSEKS!I PENUNTUTAN, UPAYA HUKUM LUAR
BIASA DAN EKSEKUS! PADA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS

Selanjutnya disebut pithak pertama

Nama - ANDRI RICO MANURUNG, 3.H..M.H
Jabatan © KEPALA SEKS| TINDAK PIDANA KHUSUS

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Fihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari pernanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pembernian penghargaan dan sanksi.

Belawan, 15 Januari 2026
Pihak Kedusa, Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS, KEPALA SUBSEKS|I PENUNTUTAN,

UPAYA HUKUM LUAR BIASA, DAN
, EKSEKUS| PADA SEKSI TINDAK
A -d:r{ .
ANDRI RICO MANURUNG, S.H..M.H FRISILLIA BELLA, 5.H.

]

STA ==/ ANNSTET A S
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PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, UPAYA HUKUM h
LUAR BIASA, DAN EKSEKUSI PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS /J’
i

TAHUN 2026 \

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026 f
Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inkiusif. ‘ ﬂ

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026
1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energl, air, ekonomi syariah,
ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang
berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta
mengembangkan agromaritim indusiri di sentra produksi melalui peran aktif
koperasi.

4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologl,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas '

5 Melanjutkan hilinsasi dan mengembangkan industr berbasis sumber daya alam “
untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. \ /

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan
ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat \
pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan. l

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai

masyarakat yang adil dan makmur

?” C. KINERJA UTAMA

k \ No Sasaran Program Indikator Kinerja Target / (]

1 | Meningkatnya penegakan | Persentase penanganan perkara
hukum vyang vyang adil, | melalui mediasi penal, diskresi
humanis, proporsional, dan | penuntutan, dan denda damai

efisien
2 | Meningkatnya  keberhasilan | Tingkat keberhasilan penanganan
penanganan perkara tindak | perkara tindak pidana korupsi dan 758%
pidana korupsi, tindak pidana | TPPU

B67%




o

No Sasaran Program Indikator Kinerja

perpajakan, tindak pidana | Tingkat keberhasilan penanganan
kepabeanan, tndak pidana | perkara tindak pidana perpajakan dan
cukai, tindak pidana yang | TPPU

menyebabkan kerugian
perekonomian  negara, dan
TPPU serta pelanggaran HAM

Berat secara transparan,
akuntabel dan profesional Tingkat keberhasilan penanganan

perkara tindak pidana cukai dan TPPU

Tingkat keberhasilan penanganan

perkara tindak pidana kepabeanan
dan TPPU

Tingkat keberhasilan penanganan
perkara tindak pidana yang
menyebabkan kerugian
perekonomian negara dan TPPU

Tingkat keberhasilan pengendalian

operasi dalam penyelesaian -
penanganan perkara tindak pidana "||q

khusus |

3 | Meningkatnya  keberhasilan | Tingkat keberhasilan penyelamatan
pengembalian kerugian | dan pengembalian kerugian negara 289
negara dalam penanganan | dalam penanganan perkara tindak
perkara tindak pidana khusus | pidana korupsi dan TPPU

Tingkat keberhasilan pembayaran | l
denda dalam penanganan perkara 6% \..I
tindak pidana khusus lainnya dan Il

TPPU (Kepabeanan, Perpajakan,
Cukai, tindak  Pidana  vyang f

menyebabkan kerugian I '
perekonomian negara) ||\

4 | Meningkatnya kualitas sistem | Tingkat kualitas penanganan perkara

penuntutan yang terintegrasi | yang terekam dalam Case 86%
dan transparan WManagement System ‘ ’
5 | Meningkatnya Kualitas | Indeks kepuasan layanan publik
Layanan Publik bidang | idang penegakan hukum 41
penegakan hukum
6 | Meningkatnya efektivitas | Tingkat utilisasi sarana dan prasarana
pemanfaatan sarana dan | dalam mendukung penegakan dan 1'
prasarana dalam mendukung | pelayanan hukum di Kejaksaan Rl 82% ylll
penegakan dan pelayanan /

hukum di Kejaksaan R

' No Kegiatan Anggaran
1 | Penyelidikan Rp 6.003.000
2 | Penyidikan Rp 20.005.000
' 3 | Pra Penuntutan dan Penuntutan RTp 8.650.000
4 | Eksekusi Pidsus Rp 365.000

[
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Jumiah Rp 35.023.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggi

Belawan, 15 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS, KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN,
UPAYA HUKUM LUAR BIASA, DAN

' EKSEKUSI PADA SEKSI TINDAK

; :’f 7 PIDANA KHUSUS,

/]
ANDRI RICO MANURUNG, 5.H.M.H FRISILLIA BELLA, S.H.



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemernntahan yang efektf transparan dan
akuntabel serta berornientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama - DEYPEND TOMMY SIBUEA, S.H.
Jabatan - KEPALA SUBSEKS| PENYIDIKANDAN PENGENDALIAN
OPERASI PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama - ANDRIRICO MANURUNG, S.H.M.H.
Jabatan - KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran pernanjian inl, dalam rangka mencapail target kinerja jJangka menengah seperti
yang telah dietapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Fihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Belawan, 15 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA SEKS| TINDAK PIDANA KEPALA SUBSEKS| PENYIDIKAN
KHUSUS, DAN PENGENDALIAN OPERASI
PADASEKSI TINDAK PIDANA
Usus,
A
A
P f'

ANDRI RICO MANURUNG, S.H.,M.H DEYPEND TOMMY SIBUEA, S.H.



N

C. KINERJA UTAMA

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKAN DAN
PENGENDALIAN OPERASI PADA 3SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

TAHUN 2026

|i : A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026
/] Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inkiusif.

‘l B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026
U

\ .

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energl, air, ekonomi syariah,
ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang
berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta
mengembangkan agromaritim indusiri di sentra produksi melalui peran aktif
koperasi.

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologl,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan

peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
Melanjutkan hilinsasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam
untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan
ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Memperkuat reformas! politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur

Sasaran Program Indikator Kinerja

Meningkatnya penegakan | Persentase penanganan perkara
hukum vyang vyang adil, | melalui mediasi penal, diskresi
humanis, proporsional, dan | penuntutan, dan denda damai

efisien

Meningkatnya  keberhasilan | Tingkat keberhasilan penanganan
penanganan perkara tindak | perkara tindak pidana korupsi dan
pidana korupsi, tindak pidana | TPPU

=1
%




Sasaran Program

Indikator Kinerja

perpajakan, tindak pidana | Tingkat keberhasilan penanganan
kepabeanan, tndak pidana | perkara tindak pidana perpajakan dan
cukai, tindak pidana yang | TPPU

renyebablean Kerugian Tingkat keberhasilan penanganan

perekonomian negara, dan
TPPU serta pelanggaran HAM
Berat secara transparan,

perkara tindak pidana kepabeanan
dan TPPU

akuntabel dan profesional

Tingkat keberhasilan penanganan
perkara tindak pidana cukai dan TPPU

Tingkat keberhasilan penanganan
perkara tindak pidana yang
menyebabkan kerugian

perekonomian negara dan TPPU

Tingkat keberhasilan pengendalian
operasi dalam penyelesaian

penanganan perkara tindak pidana
khusus

keberhasilan
kerugian

Meningkatnya
pengembalian

negara dalam penanganan
perkara tindak pidana khusus

Tingkat keberhasilan penyelamatan
dan pengembalian kerugian negara
dalam penanganan perkara tindak
pidana korupsi dan TPPU

28%

Tingkat keberhasilan pembayaran
denda dalam penanganan perkara 6%
tindak pidana khusus lainnya dan
TPPU (Kepabeanan, Perpajakan,
Cukai, tindak Pidana yang
menyebabkan kerugian
perekonomian negara)
4 | Meningkatnya kualitas sistem | Tingkat kualitas penanganan perkara
penuntutan yang terintegrasi | yang terekam dalam Case 86%

dan transparan

WManagement System

Kualitas
bidang

Meningkatnya
Layanan Publik
penegakan hukum

Indeks kepuasan layanan
bidang penegakan hukum

publik

41

efektivitas
sarana dan

Meningkatnya
pemanfaatan
prasarana dalam mendukung

penegakan dan pelayanan

hukum di Kejaksaan R

Tingkat utilisasi sarana dan prasarana
dalam mendukung penegakan dan
pelayanan hukum di Kejaksaan Rl

82%

' No Kegiatan Anggaran
1 | Penyelidikan Rp 6.003.000
2 | Penyidikan Rp 20.005.000
' 3 | Pra Penuntutan dan Penuntutan RTp 8.650.000
4 | Eksekusi Pidsus Rp 365.000
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Jumilah

Rp 35. 022.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

|| 1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan

Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggi

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS,

A i
L=7s

ANDRI RICO MANURUNG, S.H.,M.H

E

Belawan, 15 Januari 2026
Pihak Pertama,
KEPALA SUBSEKS| PENYIDIKAN
DAN PENGENDALIAN OPERASI

PADASEKSI TINDAK PIDANA
USUS,

DEYPEND TOMMY SIBUEA, S.H.




